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TENTANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang : g bahwa sehubungan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4

engingat .. : ] Undang-Undang Nc.:mor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesiy Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4.
tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
omor 66, Tambahan Lembaran Negara Repyblik Indonesia Nomor 4400)
Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah .
5 Undang—Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

6. Undang~Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerak, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dinybah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844).
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pengelolaan Keuangan
Daerahsebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah,

9, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor ¢ Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; )

10.  Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan:

11 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 06 Tahun 2017 tanggal 10
Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2017:

Peraturan Rupati Pesisir Selatan Nomar 28 Tahun 2017 tanggal 11 Oktoher
2017  tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017,

12

13.  Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/ /Kpts/BPT-PS/2017 tanggal,
Oktober 2017 tentang  Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna
Anggaran, Kuasa Penggguna Anggaran, Bendaharawan Penerima dan Pengeluaran
pada masing-masing satuan kerja perangkat” Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Perubahan Anggaran Tahun 2017; - ' < - :

e

MEMUTUSKAN

menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian
kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan;

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evalyasi terhadap pencapaisn kinerja
disampaikan kepada Bupati Pesisir Selatan;

Keputusan ini mulai berlaky sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di . Painan
Januari 2017
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FORMULASI INDIKATOR KERJA UTAMA (IKU)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 201 6-2021

SASARAN
STRATEGIS | INDIKATOR PENJELASAN/FORMULA PENANGGUNG
KINERJA UTAMA / | KINERJA UTAMA|  SI PERHITUNGAN TR SUMBER DATA JAWAB
TUJUAN / OUTCOME
2 3 4 5 6 7 8 9 10 i3 12
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan Kalitas Peningkatan Indek aniah de 100% 100% 100% 100% 100% 100% Kuisioner dan Bidang Pelayanan
Pelayanan Perizinan Kepuasan HBEELFESIORI yUng M kotak tingkat Perizinan
Masyarakat R il NI x 100 kepuasan
Jumiah responden yang pemohon
Mengurus lzin
Terwujudnya Iklim Peningkatan Jumlah | Jumlah Investasi PMA,PMDN,dan PMDN Non 160,000 170,000 180,000 190,000 200,000 210,000 |Laporan Jumiah Bidang Penanam Modal
investasi Yang Kondusif Investor yang Faslitasi tahun evaluasi + Jumlah Investasi Investor per tahun
Berinvestasi PMA,PMDN dan PMDN Non Fasilitasi Tahun
sebelumnya (juta)
Meningkatnya Kualitas Persentase Pelaporan] Jumiah penyelesaian laporan 100% 100% 100% 100% 100% 100%  |Ookumen Sakip  |Bidang Sekretariat
Dokumen Perencanaan dan yang selaras dengan [— ct_an Qukumen o dan Kepegawaian
Kepegawaian Renstra dan RPJM Jumiah dokumen sakip dan -
Kepegawaian e
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